BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya di atas dapat
disimpulkan bahwa : pelaksanaan pemberian belis pada masyarakat adat Desa Bidara
merupakan suatu pemenuhan syarat dalam perkawinan adat. Pemberian belis

dilaksanakan dengan jumlah belis yang berdasarkan pada :

1. Status sosial, yakni : suku bangsawan “ ata kebele” dan suku biasa “ ata
ribu”. Jika perempuan yang berasal dari suka bangsawan maka belisnya
bisa lebih dari yang seharusnya. Sedangkan perempuan yang berasal dari

suku yang biasa saja maka belisnya sesuai dengan status sosialnya.
2. jenis perkawinan, yakni :

1. kawin lari “plaecka”, pemberian belisnya bisa ditagi dari pihak

perempuan dan harus dibayar memang dan bisa juga secara utang.

2. perkawinan dengan cara masuk minta “ daha gete”, perkawinan
dengan cara ini biasanya belis langsung dibawah memang oleh

keluarga laki-laki dan ritual adat dianggap telah selesai.
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5.2. Saran

Pelaksanaan pemberian “belis” pada masyarakat adat desa Bidara harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Pemberian belis tidak boleh
melampaui nilain dari adanya belis tersebut dan dikembalikan pada spirit dasarnya

sebagai syarat dalam perkawinan adat.
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